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BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT 

 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR  ……  TAHUN …..
TENTANG

BANTUAN STIMULAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI 

(RUTILAHU) APBD
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,
	Menimbang 
	:
	a. bahwa dalam rangka mengantisipasi permasalahan perumahan yang tidak layak huni di Kabupaten Sumedang disediakan dana bantuan stimulan rumah tidak layak huni;
b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran dalam penyaluran dana dimaksud, perlu diatur didalam petunjuk teknis penyaluran bantuan rumah tidak layak huni;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin hukum perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang petunjuk teknis rumah tidak layak huni di Kabupaten Sumedang.


	Mengingat 
	:    
	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten  Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
dalam …
dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);     


	
	
	                MEMUTUSKAN:

	
	
	

	Menetapkan
	:
	PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PEDOMAN KEGIATAN BANTUAN STIMULAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RUTILAHU) APBD.


	BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian
Pasal ...

(1) Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia. 

(2) Daerah adalah Kabupaten Sumedang 

 

(3) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang  

(4) Bupati adalah Bupati Kabupaten Sumedang 

(5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang
(6) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan. 
(7) Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat. 
(8) Kelurahan …
(8) Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan yang dipimpin oleh lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. 
(9) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(10) Peraturan Bupati adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang berdasarkan kewenangan otonomi yang ada padanya. 

(11) Bentuk Peraturan Bupati adalah  keseluruhan format dan sistematika perumusan Peraturan Bupati dan Tahap Penamaan sampai dengan penjelasan pasal demi pasal. 

(12) Pengesahan Peraturan Bupati adalah proses pengkajian dan penetapan peraturan Bupati oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dengan penetapan tersebut Peraturan Bupati dimaksud menjadi mengikat dan mempunyai kekuatan hukum. 

(13) Coorporate Social Response (CSR) adalah tanggung jawab sosial suatu perusahaan dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan.
(14) Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
(15) Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
(16) Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
(17) Rumah Tidak Layak Huni ….

(18) Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RUTILAHU adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan.
(19) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah perbaikan dan atau peningkatan kualitas rumah tidak layak huni yang disingkat RUTILAHU, bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah
(20) Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
(21) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga, organisasi atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam menampung .
(22) Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan yang disingkat DRPB adalah daftar penggunaan dana bantuan untuk pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah tukang dan pekerja.
(23) Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota.
(24) Koordinator Fasilitator selanjutnya disebut Korfas adalah tenaga professional lokal yang bertugas membina, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pendampingan Tenaga Fasilitator Lapangan dalam kegiatan RUTILAHU di tingkat kabupaten/kota.

(25) Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan RUTILAHU.
(26) Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD.
(27) Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan dan diberikan kuasa oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.








	Bagian Kedua 

Pengendalian Input

Pasal ............

Dalam pelaksanaan kegiatan perbaikan Rutilahu, Pemerintah Kabupaten Sumedang mempersiapkan beberapa aspek untuk memastikan pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan sebagaiman ketentuaan. Aspek-aspek yang dipersiapkan meliputi Penguatan kapsitas masyarakat, Bantuan Sosial berupa uang dan Pendampingan. Ketiga aspek tersebut merupakan input yang harus dikendalikan.

Pengendalian Input

No.

Aspek Pengendalian

Dokumen/Keluaran

1

Penguatan kapasitas masyarakat

Pengembangan kapasitas koordinator dan TFL Rutilahu

· Pedoman pelaksanaan bantuan sosial uang

· Pedoman teknis

· Rencana kerja perbaikan Rutilahu Tingkat Provinsi

· Berita acara dan daftar hadir

· Rencana kerja BKM/LKM/LPM untuk perbaikan Rutilahu

· Pedoman pelaksanaan bantuan sosial uang

2

Bantuan sosial uang

Pencairan bantuan sosial uang ke rekening BKM/LKM/LPM

· SP2D

· Buku rekening BKM/LKM/LPMD

Pencairan bantuan sosial uang dari BKM/LKM/LPM

· Rencana kerja BKM/LKM/LPM

· Bukti administrasi pencairan ke BKM/LKM/LPM

3

Pendampingan

Koordinator Fasilitator dan TFL

· Surat Perjanjian Kerja

Koordinator Fasilitator dan TFL mampu melaksanakan tugas sesuai Pedoman Teknis dan Pelaksanaan

· Laporan : Pendahuluan, Bulanan, Akhir

· Pedoman Pelaksanaan

Bagian Ketiga 

Pengendalian Proses

Pasal ............

Pengendalian Proses

Proses pelaksanaan perbaikan dilaksanakan setelah dana bantuan sosial diterima BKM/LKM/LPM sampai laporan penggunaan bantuan sosial uang. Pengendalian proses dilaksanakan pada tahap persiapan, pelaksanaan, dan tahap akhir pelaksanaan.

Pengendalian Proses

No.

Aspek Pengendalian

Dokumen/Keluaran

1

Persiapan 

Pemeriksaan dan penetapan CPL

· Berita acara penetapan CPCL tingkat kelurahan

Survey teknis

· Foto 0%

· Denah eksisting rumah

· Gambar perencanaan

· Rencana kebutuhan pengadaan barang/material

2

Pelaksanaan

Pembongkaran

· Catatan material yang masih dapat digunakan

Pelaksanaan Perbaikan

· Foto 30%

· Berita acara perubahan pekerjaan (dari perencanaan)

3

Tahap akhir pelaksanaan

· Foto 100%

· Berita acara evaluasi akhir

Pencairan bantuan sosial ke BKM/LKM/LPMD

· Rencana kerja 

· Bukti administrasi pencairan

Laporan penggunaan bantuan sosial

· Bukti pembelian barang

· Laporan penggunaan bantuan sosial oleh BKM/LKM/LPM

· Kartu kendali mandiri penerima manfaat

Laporan penggunaan dana

· Buku kas umum BKM/LKM/LPM 

BAB VIII

PENUTUP

Pasal ....
Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati/Walikota ini dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal ....
Peraturan Bupati/Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 



	


	
	
	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.


                                                                  Ditetapkan di Sumedang

                                               pada tanggal…
                                                                           BUPATI SUMEDANG,

                                                                          DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang

pada tanggal …
   SEKRETARIS DEARAH

KABUPATEN SUMEDANG,

  HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN …. NOMOR     
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